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<b>ABSTRAK</b><br>

Korups bukan hanya menjadi masalah suatu negara sgja, tetapi sudah berkembang sebagai masalah
transnasional karena melibatkan berbagai negara. Contohnya adalah banyak koruptor di Indonesiayang
melarikan diri dan aset hasil kejahatannya ke luar negeri, terutama negara-negara yang menjadi safe haven.
Salah satu negara yang sering menjadi tempat penyimpanan aset hasil korups Indonesia adalah Singapura.
Indonesia dan Singapura telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption UNCAC.
UNCAC memuat berbagai strategi penting untuk penanganan korupsi baik di level nasional maupun
internasional. Salah satu terobosan penting dalam UNCAC adalah kerjasama internasional dalam asset
recovery yang dapat dilakukan melalui mutual legal assistance MLA. Meskipun Indonesia dan Singapura
sama-sama sudah meratifikass UNCAC, akan tetapi Indonesia menghadapi kesulitan dalam menerapkan
kerjasama MLA terkait asset recovery dengan Singapura. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
bagaimana kerjasama MLA terkait asset recovery antara Indonesia dan Singapura menurut kerangka
UNCAC dipengaruhi oleh perilaku dan faktor domestik di antara kedua negara. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kerjasama MLA antara Indonesia dan Singapura dalam upaya pengembalian asset hasil
korupsi belum efektif karena adanya tantangan dari faktor politik domestik serta perbedaan eksternalitasisu
pemberantasan korupsi yang berpengaruh terhadap perilaku masing-masing negara. Tantangan-tantangan
tersebut terdiri dari tantangan internal yang berasal di Indonesiayaitu: 1 political will kurang didukung oleh
aktor-aktor di level domestik, 2 masalah harmonisasi UNCAC dengan peraturan nasional, 3 system
kerahasiaan bank, 4 kemampiuan teknis yuridis yang dialami dalam proses pembuatan MLA, serta 5
masal ah kapasitas dan koordinasi antar lembaga penegak hukum yang terlibat dalam MLA dan asset
recovery, terutama Kemenkumham sebagai otoritas pusat. Selain itu, Indonesiajuga menghadapi tantangan
dari segi eksternal, yaitu: 1 kepentingan Singapuraterkait investasi asing, 2 lack of trust, dan 3 prinsip dual
criminality.
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<b>ABSTRACT</b><br>

Corruption is not only a state solution, but it develops as a transnational problem because of various
countries. An exampleisalot of corruptorsin Indonesiawho are the result of their crimes abroad, especially
the countries that become safe haven. One of the countries that is often the place where Indonesia 39s
corruption is stored is Singapore. Indonesia and Singapore have ratified the United Nations Convention
against Corruption UNCAC. UNCAC is an important step for both national and international handling. One
of the key breakthroughsin UNCAC isto assist in the recovery of assets that can be done through mutual
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legal assistance MLA. Although Indonesia and Singapore have both ratified UNCAC, Indonesiais facing
difficultiesin implementing MLA cooperation related to asset recovery with Singapore. This study aimsto
analyze how MLA cooperation related to recovery of assets between Indonesia and Singapore by UNCAC.
The result of the research indicates that MLA cooperation between Indonesia and Singapore in the effort of
recovering the assets of corruption has not been effective because there are factors that support the
internalities and issues of externalities of corruption eradication issues that give rise to the behavior of each
country. These challenges consist of internal origin in Indonesia 1 political will isnot supported by domestic
actors, 2 UNCAC harmonization problems with national regulations, 3 confidential bank system, 4 juridical
ability who are involved in the MLA process, and 5 capacity and inter agency coordination issues involved
in MLA and asset recovery, especially Kemenkumham as the central authority. In addition, Indonesia also
faces external obstacles, namely 1 investment related Singaporean interests, 2 lack of trust, and 3 dual crime
principles.



